
 

 

 

 

WALIKOTA SABANG 
 

PERATURAN WALIKOTA SABANG 

NOMOR 17  TAHUN  2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 51 
TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SABANG 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

WALIKOTA SABANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat  di Rumah 
Sakit Umum Daerah Kota Sabang, dipandang 
perlu bagi Pemerintah Kota Sabang untuk 

mengubah Peraturan Walikota Sabang Nomor 51 
Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan 

Kepada Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan 
Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 
mengenai Tambahan Penghasilan berdasarkan 

Kelangkaan Profesi bagi Dokter Spesialis dan 
Penata Anastesi; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan 
Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 51 

Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan 
kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2018; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Kotapraja Sabang dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2758); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang- … 

SALINAN  

WALIKOTA SABANG 

PROVINSI ACEH 



 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

5. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4633); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya 

Masukan Tahun Anggaran 2018; 

12. Qanun … 



 

12. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 
Nomor 3); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 51 
TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 
2018. 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 
Sabang Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tambahan 

Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun 

Anggaran 2018 diubah sebagai berikut: 

1.  Ketentuan dalam Lampiran angka 2 huruf A 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

2. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN 
KELANGKAAN PROFESI 

A. DOKTER SPESIALIS, PENATA ANESTESI 
DAN APOTEKER 

No Uraian Satuan 
Standar  

Tahun 2018 

1. Dokter Spesialis PNS 

a. Dokter Spesialis 
Medik Dasar 

atau setara 
b. Dokter Spesialis 

Medik Penunjang 

atau setara 
c. Dokter Spesialis 

Lain-lain 

 

orang/ 
bulan  

 
orang/ 
bulan 

 
orang/ 
bulan 

 

Rp30.000.000,00 
 

 
Rp30.000.000,00 

 

 
Rp15.000.000,00 

2.  Dokter Spesialis 
Anastesi 

orang/ 
bulan 

Rp10.000.000,00 

3.  Penata Anestesi orang/ 
bulan 

Rp15.000.000,00 

4. Apoteker orang/ 
bulan 

Rp500.000,00 

Keterangan : 
- Dokter Spesialis Anastesi PNS yang berstatus sebagai 

WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis). 
- Khusus Dokter Spesialis pembayarannya dihitung Per 

hari berdasarkan hari Kerja. 

 
 

Pasal II … 



 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku 
surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Sabang.  

 

 

Ditetapkan di Sabang 
pada tanggal 23 April 2018 

 

 

 

 

 
Diundangkan di Sabang 

pada tanggal 23 April 2018 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG, 

 

  ZAKARIA 

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 17 

WALIKOTA SABANG, 

 
 

      NAZARUDDIN 


